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BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 54TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

b. Bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 30 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Mamuju Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditinjau kembali dan
dilakukan penyesuaian

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju
Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 214 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndOonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara
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Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju
Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Utara Nomor 161);

12.Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Mamuju Utara Tahun
Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
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PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 30 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 31, dan Pasal 33, Peraturan Bupati Mamuju
Utara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Mamuju UtaraTahun 2015 Nomor 30),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31
(1)Penyaluran anggaran dari RKUD ke Rekening Kas Desa
dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan
penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
Pemerintah Desa menyerahkan:
a. tahap I berupa:

1) peraturan Desa RKPDesa tahun anggaran berjalan;

2) peraturan Desa APBDesa tahun anggaran berjalan
yang dilampiri berita acara dan daftar hadir
pelaksanaan musyawarah penetapan APBDesa yang
dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BPD;

3) peraturan Desa RPJMDesa bagi Desa yang baru
melakukan pemilihan kepala desa;

4) rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran
berjalan;

5) surat pertanggunggungjawaban ADD, dana bagi hasil
pajak dan bantuan keuangan khusus tahap terakhir
tahun anggaran sebelumnya; dan

6) laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya.

b. tahap II berupa:

1) laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap [; dan

2) surat pertanggunggungjawaban ADD, dana bagi hasil
pajak dan bantuan keuangan khusus tahap
sebelumnya.
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(2) Penyaluran anggaran dilakukan secara bertahap ke rekening
Desa dengan sistem transfer pada bank yang telah ditunjuk.

(3) APBDesa dibuat dalam S5 (lima rangkap), masing-masing
untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tim pendamping
kecamatan, BPD dan arsip Pemerintah Desa.

(4) Kepala Desa mengajukan lembar disposisi pengajuan
permintaan pembayaran yang telah diverifikasi dan
ditandatangani oleh camat sebagai ketua tim pendamping
kecamatan, serta diketahui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

(5) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah selanjutnya
memproses surat permintaan pembayaran dan menerbitkan
surat perintah pencairan dana.

(6) Penarikan dana pada bank dilakukan oleh kepala desa dan
bendahara desa sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 33

(1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai
penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan
Desa;

(2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai untuk
memenuhi keperluan operasional pemerintah desa tidak boleh
lebih dari Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan tidak
melebihi 7 (tujuh) hari

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalamB erita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,
Ttd
AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 29 Desember2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 54
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Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001
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